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ABSTRAK

[bookmark: _Hlk123639057]Perkembangan pembangunan yang begitu cepat dengan hadirnya berbagai mega proyek di daerah seperti jalan tol/ jalan layang, gedung bertingkat dengan sistem kondominium bandar udara dan lain sebagainya merupakan indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi sekaligus berpotensi terjadinya korupsi baik oleh pihak pemerintah maupun swasta kehadiran mega proyek strategis nasional didaerah merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan daerah atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah daerah, Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan  masalah-masalah sebagai berikut;Bagaimana peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembangunan strategis nasional dan daerah?Bagaimana peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum?
Metode penelitian yang peneliti gunakan bersifat spesifikasi yaitu deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengani fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode Pendekatan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder berupa hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan peranan kejaksaan republik indonesia dalam pembangunan strategis nasional dan daerah khususnya dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
Kesimpulan yang didapatkan dalam tesis ini adalah Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembangunan strategis nasional dan daerah adalah dengan melakukan Pengawalan dan Pengamanan yang terkait dengan Fungsi kejaksaan di Bidang Intelijen yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dan Penegakan Hukum khususnya dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Proyek Strategis, Pengawalan dan pengamanan yang di lakukan oleh bidang Intelijen merupakan upaya untuk melakukan pencegahan agar pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan sesuai ketentun perundang-undangan yang berlaku;Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah dengan melakukan pengawalan dan pengamanan pengadaan tanah  untuk kepentingan umum yang dimulai dari proses perizinan tanah, penguasaan tanah dan sertifikasi tanah.
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ABSTRACT

The rapid development of development with the presence of various mega projects in the regions such as toll roads/flyovers, multi-storey buildings with airport condominium systems and so on is an indicator of progress in economic growth as well as the potential for corruption by both the government and the private sector the presence of national strategic mega projects in the regions is a significant thing in regional development or rather in moving the wheels of the economy carried out by local governments, Identification of Problems Based on the above background the following problems can be raised; What is the role of the Attorney General of the Republic of Indonesia in national and regional strategic development? Indonesia in land acquisition for public interest?
The research method used by the researcher is specific in nature, namely descriptive-analytic, namely describing and describing and at the same time analyzing facts through a statutory approach. Methods Approach normative juridical research methods, namely legal research that focuses on the study of literature as secondary data in the form of positive law that regulates and relates to the role of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in national and regional strategic development, especially in land acquisition for public purposes.
The conclusion obtained in this thesis is that the role of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in national and regional strategic development is to carry out surveillance and security related to the functions of the prosecutor's office in the field of intelligence, namely investigation, security and mobilization and law enforcement, especially in preventing acts of corruption in the implementation Strategic Projects, Supervision and security carried out by the Intelligence sector is an effort to prevent the implementation of the project being carried out in accordance with applicable laws and regulations; starting from the process of land licensing, land tenure and land certification.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pembangunan yang begitu cepat dengan hadirnya berbagai mega proyek di daerah seperti jalan tol/ jalan layang, gedung bertingkat dengan sistem kondominium bandar udara dan lain sebagainya merupakan indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi sekaligus berpotensi terjadinya korupsi baik oleh pihak pemerintah maupun swasta kehadiran mega proyek strategis nasional didaerah merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan daerah atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah daerah[footnoteRef:1]. [1:  	La Haja, Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Dan Pendampingan Hukum Proyek Strategis Sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII, No. 3, 2020 hlm 116] 

Pembangunan merupakan suatu bentuk upaya dalam meningkatkan perekonomian serta memajukan infrastruktur bagi suatu daerah, sehingga pembangunan sangat berperan penting dalam memajukan suatu daerah baik dalam hal pendapatan daerah ataupun meningkatkan pelayanan fasilitas umum untuk daerah itu sendiri. Apabila kita melihat negara indonesia saat ini merupakan negara yang berkembang sehingga pemerintah Indonesia sedang berupaya dalam melakukan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tetapi dalam pembangunan itu sendiri perlu adanya kerja sama baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal kordinasi maupun pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing masing dalam melakukan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. 
Pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, Indonesia menganut sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi dua jenis yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan segala sesuatu dalam Negara itu langsung dan diurus oleh Pemerintah Pusat, sementara daerah-daerah hanya melaksanakannya, sedangkan sistem desentralisasi, yaitu kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya (otonomi daerah) yang disebut daerah otonom (swatantra)[footnoteRef:2]. Hal tersebut menunnjukan bahwa pemerintah pusat melaksanakan pembangunan di tingkat pusat sedangkan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di tingkat daerahnya masing masing[footnoteRef:3]. Oleh karena itu, pembangunan nasional di harapkan dapat merata kesetiap daerah baik daerah yang sudah mandiri maupun daerah yang masih tertinggal yang dimana itu semua demi keberlangsungan taraf kualitas hidup masyarakat di setiap daerah [2:  	Utang rosidin, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm  76]  [3:  	Yaya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat, Dinamika Sistem Politik Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 184] 

Hal mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah, kepala daerah tidak bekerja sendiri karena kepala daerah dalam merecanakan sampai melaksanakan pembangunan di daerahnya kepala darah di bantu oleh badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA). Sebagaimana diketahui, dalam pembangunan terdapat pembangunan yang diprioritaskan yaitu biasa disebut pembangunan proyek strategis. Pembangunan proyek strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Salah satu penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa dilaksanakan pada pengadaan atau pembebasan tanah. Sebagaimana diketahui, tanah merupakan sumber daya alam yang penting sebagai karuniaTuhan Yang MahaEsa bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam Hukum, tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA[footnoteRef:4]. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia.  [4:  	Boedi Harsono, Hukum Agraria Hukum Indonesia: Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm.18.] 

Setiap manusia mempunyai hak atas tanah mengingat tanah merupakan tempat manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Melepaskan hubungan manusia dengan tanah berarti memutuskan rantai kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tanah juga merupakan wadah, tempat manusia melakukan proses berbudaya[footnoteRef:5]. Dimensi itulah yang acapkali terabaikan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan di negeri ini dengan membebaskan lahan permukiman warga. Pembebasan lahan permukiman warga untuk kepentingan umum ini termasuk dalam kegiatan Pengadaan Tanah.Salah satu penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa dilaksanakan pada pengadaan atau pembebasan tanah. Sebagaimana diketahui, tanah merupakan sumber daya alam yang penting sebagai karuniaTuhan Yang MahaEsa bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam Hukum, tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA[footnoteRef:6]. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia.  [5:  	Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cet. Ketiga, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015, hlm i]  [6:  	Boedi Harsono, Hukum Agraria Hukum Indonesia: Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm.18.] 

Setiap manusia mempunyai hak atas tanah mengingat tanah merupakan tempat manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Melepaskan hubungan manusia dengan tanah berarti memutuskan rantai kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tanah juga merupakan wadah, tempat manusia melakukan proses berbudaya[footnoteRef:7]. Dimensi itulah yang acapkali terabaikan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan di negeri ini dengan membebaskan lahan permukiman warga. Pembebasan lahan permukiman warga untuk kepentingan umum ini termasuk dalam kegiatan Pengadaan Tanah.  [7:  	Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cet. Ketiga, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015, hlm i] 

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembangunan strategis nasional dan daerah?
2. Bagaimana peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum?



BAB II
METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[footnoteRef:8] Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu[footnoteRef:9]. Metode yang dapat  digunakan adalah sebagai berikut: [8:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35]  [9:  Johny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publlishing, Malang, 2006, hlm 26] 

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. 
1. [bookmark: _Hlk123658849]Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang akan diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaanya,[footnoteRef:10] sesuai dengan obyek permasalahan yang berupa fakta-fakta  mengenai peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembangunan strategis nasional dan daerah khususnya dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan obyek permasalahan digunakan untuk menganalisis obyek permasalahan yang diteliti, dihubungkan dengan teori-teori dan asas-asas hukum. Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengani fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan[footnoteRef:11]. [10:  Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm.101 ]  [11:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 96] 

2. [bookmark: _Hlk123658869]Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.[footnoteRef:12]  [12:  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,  hlm. 17.] 

Penelitian hukum normatif tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang tertindas oleh kebijakan hukum, dimana penelitian-penelitian tersebut memiliki kecenderungan memihak kepada kepentingan yang berkuasa[footnoteRef:13], karena penelitian-penelitian tersebut hanya membahas aturan, asas dan prinsip serta keterkaitan mekanis angka-angka yang kaku, tidak melakukan aksi perubahan atau pemberdayaan[footnoteRef:14]. [13:  Anthon F Susanto, Penelitian Hukum Transformatif-Parsipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum, Setara Press, Malang, 2015, hlm 27]  [14:  Ibid, hlm 175] 

Oleh karena itu diperlukan penelitian hukum yang mampu mendatangkan perubahan dan keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu, yaitu penelitian hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dan menawarkan berbagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi[footnoteRef:15].  Penelitian hukum dengan karakteristik seperti ini disebut sebagai penelitian hukum transformatif-partisipatoris[footnoteRef:16]. Penelitian hukum ini mendorong peneliti agar tidak hanya melakukan proses penelitian namun juga dapat membantu memperbaiki kondisi masyarakat yang tertindas, dimana peneliti hukum tidak cukup hanya menjadi pengamat atau bergabung menjadi partisipan dalam penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kemudian meninggalkan masyarakat setelah penelitiannya selesai, karena menganggap tugas peneliti telah selesai pula, tetapi diperlukan pula agenda aksi yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan keberdayaannya[footnoteRef:17]. [15:  Ibid, hlm 176]  [16:  Ibid, hlm 181]  [17:  Ibid, hlm 147] 


BAB III
PEMBAHASAN

A.   Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pembangunan Strategis Nasional Dan Daerah
Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari peran Intelijen Penegakan Hukum Kejaksaan dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran
Mendasarkan pada Visi Pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden  Ma’ruf Amin periode Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam Sembilan Misi yaitu :
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Mendasarkan pada Visi dan Misi tersebut, Jaksa Agung RI melalui surat nomor : B-151/A/SUJA/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Petunjuk Dalam Rangka Optimalisasi Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan RI, yang menegaskan bahwa arah kebijakan penegakan hukum dalam mendukung Pembangunan dilakukan antara lain melalui pendekatan pencegahan (preventif), dan penindakan (represif) yang saling sinergis, komplementer, terintegrasi dan proporsional dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, Penegakan hukum yang mendukung investasi, menghindari mencari kesalahan administrasi maupun perijinan demi mendapatkan keuntungan pribadi dan  Meningkatkan pengamanan dan penyelamatan aset BUMN dan BUMD serta Pemerintah Daerah.
Selanjutnya dalam program prioritas Jaksa Agung disebutkan bahwa penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan pada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah yang bebas dari korupsi.  Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan melalui Bidang Intelijen berupaya melakukan upaya-upaya preventif guna meminimalisasi peluang dan risiko-risiko terjadinya Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan strategis, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya.
Bidang Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari intelijen negara yang melaksanakan fungsi intelijen penegakan hukum sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen antara lain melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.  Khusus kegiatan pengamanan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan RI. dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan Negara.
B. [bookmark: _Hlk123662802]Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum
Sebagai konsekuensi logis dari paham negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia, pembangunan nasional wajib bertolak pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik pembangunan dari segi fisik maupun nonfisik (mental). Pembangunan fisik erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. 
Kegiatan pembangunan tersebut ada 2 (dua) kegiatan penting yang harus dilakukan yaitu kegiatan pengadaan tanah dan kegiatan proyek pembangunan itu sendiri. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Perlu ditegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah dalam hal ini sifatnya khusus, artinya khusus ditujukan kepada kepentingan umum. Mendasarkan pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah dijelaskan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahkan pada Pasal 10 dirinci secara tegas jenis-jenis kepentingan umum yang dimaksud yaitu meliputi: 
1. pertahanan dan keamanan nasional
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 
7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah
9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah
10. fasilitas keselamatan umum
11. tempat pemakaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public
13. cagar alam dan cagar budaya
14. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah; 
17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah
18. pasar umum dan lapangan parkir umum. 
Setiap kegiatan pembangunan pasti memerlukan tanah sebagai wadahnya. Pembangunan tersebut tidak akan menemui masalah apabila persediaan tanah masih luas. Namun, yang menjadi permasalahan adalah Tanah yang merupakan sumber daya alam bersifat terbatas, dan tidak bisa bertambah luas secara sendirinya dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya. Peningkatan penggunaan tanah untuk keperluan berbagai macam pembangunan semakin meningkat, sedangkan menurut Sudaryo Soimin dalam bukunya yang berjudul Status Hak dan Pembebasan Tanah mengatakan bahwa, “Tanah negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah sangat terbatas sekali atau tidak ada lagi”[footnoteRef:18]. Oleh sebab itu, kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan memang harus mengambil tanah rakyat untuk dijadikan tanah negara melalui penggantian kerugian. Sayangnya sering kali pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat pemilik tanah. Dalam banyak kasus sudah sering muncul masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah menjadi korban. Hal tersebut dikarenakan kurang terpenuhinya prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya dalam proses perolehan tanah.  [18:  Sudaryo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 79.] 

Keadilan merupakan tujuan utama diciptakannya hukum. Oleh karena itu pembentukan suatu norma hukum harus menganut prinsip keadilan. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Adanya keadilan maka dapat tercapainya tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Menurut Aristoteles, dalam konsep negara hukum yang memerintah negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sesungguhnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlaku tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (supremascy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law) dan penegakan hukum yang berdasarkan hukum (due process of law)[footnoteRef:19]. Ketiga prinsip dasar tersebut apabila dilaksanakan dengan baik maka akan menjadikan negara kuat dalam menciptakan keadilan bagi warga negaranya dan juga pemenuhan hak asasi manusia akan berjalan dengan baik pula.  [19:  Jarot Widya Muliawan, Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal, Edisi Revisi, Buku Litera, Yogyakarta, 2015, hlm. 92.] 

.




BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan:
1. Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembangunan strategis nasional dan daerah adalah dengan melakukan Pengawalan dan Pengamanan yang terkait dengan Fungsi kejaksaan di Bidang Intelijen yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dan Penegakan Hukum khususnya dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Proyek Strategis, Pengawalan dan pengamanan yang di lakukan oleh bidang Intelijen merupakan upaya untuk melakukan pencegahan agar pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan sesuai ketentun perundang-undangan yang berlaku yaitu tepat mutu,tepat waktu dan tepat biaya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, Negara dan bangsa Indonesia.dengan pengawalan dan pengamanan terhadap proyek yang dilakukan oleh Kejaksaan maka potensi terjadinya tindak pidana korupsi dapat di minimalisir dengan pendekatan preventif maka peluang terjadinya penyalagunaan anggaran Negara yang dilakukan oleh penyedia jasa,Penyelenggara proyek diinstansi Pemerintah dalam proyek bisa ditekan, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
2. Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah dengan melakukan pengawalan dan pengamanan pengadaan tanah  untuk kepentingan umum yang dimulai dari proses perizinan tanah, penguasaan tanah dan sertifikasi tanah. Ketiga pengawalan tersebut harus dilakukan oleh Kejaksaan RI guna menghindari adanya penyelewengan atau bahkan Tindakan melawan hukum yang dapat menjerumuskan pelaku pada tindak pidana atau setidaknya adanya kerugian salah satu pihak
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